SALINAN

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS MRT JAKARTA UNTUK
PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA MASS RAPID TRANSIT

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan
transportasi perkeretaapian umum perkotaan berupa Mass Rapid
Transit di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan terkait pengadaan
tanah untuk keperluan pembangunan Mass Rapid Transit;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu dilakukan perubahan Peraturan Gubernur Nomor
53 Tahun 2017 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas
MRT Jakarta untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Mass
Rapid Transit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penugasan
kepada Perseroan Terbatas MRT Jakarta untuk Penyelenggaraan
Prasarana dan Sarana Mass Rapid Transit;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 53
Tahun 2017 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas MRT
Jakarta untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Mass Rapid
Transit;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4744);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);



Menetapkan :

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6173);

5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas
MRT Jakarta Perseroan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 108, Tambahan
Lem%aran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
1027);

6. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penugasan
kepada Perseroan Terbatas MRT Jakarta untuk Penyelenggaraan
Prasarana dan Sarana Mass Rapid Transit (Berita Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 23005)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor
53 Tahun 2017 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas
MRT Jakarta untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Mass
Rapid Transit (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2020 Nomor 23005);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG
PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS MRT JAKARTA
UNTUK PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA MASS RAPID
TRANSIT.

Pasal I

Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A
sehingga Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2017 tentang
Penugasan kepada Perseroan Terbatas MRT Jakarta untuk
Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Mass Rapid Transit (Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor
23005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor
29 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor
53 Tahun 2017 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas MRT
Jakarta untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Mass Rapid
Transit (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun
2020 Nomor 23005) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1) Dalam hal pengadaaan lahan untuk pembangunan Prasarana MRT
yang dimiliki/dikuasai oleh kementerian/lembaga tidak dapat
dipindahtangankan kepemilikannya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, PT MRT Jakarta dapat melaksanakan
penyediaan lahan melalui perjanjian kerja sama pemanfaatan
dengan mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik.

(2) Perjanjian kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Rapat Umum
Pemegang Saham PT MRT Jakarta.



Pasal I
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd
HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd
JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024 NOMOR 72006

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 1976[12062002121009



